
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR  47  TAHUN 2017 

 
TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (2)  disebutkan 
bahwa  ”Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja 

dalam Obyek Belanja Berkenaan dapat dilakukan 
atas persetujuan PPKD” dan ayat (3) berbunyi 

”Pergeseran antar Obyek Belanja dalam jenis 
Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Daerah” serta ayat (4) berbunyi 

”Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD”; 

 

b. bahwa berdasarkan pada angka V (lima romawi) 

angka 11 Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 
tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2017 berbunyi  ”Belanja Tidak 
Terduga yang akan digunakan untuk mendanai 
Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam 

atau Bencana Sosial dan Kebutuhan Mendesak 
lainnya seperti penanganan Konflik Sosial dan 

Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri 
termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya”  
dilakukan dengan cara Kepala Daerah Menetapkan 
Kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak 

Terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan 
diberitahukan kepada DPRD. 

 



c. bahwa sehubungan Keputusan Bupati Hulu Sungai 
Tengah Nomor 331.1/180/910/Tahun 2017 tanggal 

23 Agustus 2017 tentang Penganggaran Kegiatan 
Pembentukan dan Pelayanan Posko Terpadu 
Pemantauan Aruh Adat di Desa Murung B 

Kecamatan Hantakan Tahun 2017, Surat 
Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah  

Nomor : 900/223/Set.DPRD/2017 tanggal 6 Juli 
2017 Perihal  Permohonan Pergeseran Anggaran; 

 

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b,  dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Tengah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 48 tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
Anggaran 2017.  
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953  tentang  Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan  sebagai Undang-Undang  (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara RI  Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4438 ); 
 

8. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009  tentang 
Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran 



Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor  5049);  
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679 );  
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonsia Nomor 4614); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang 

Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057);  
 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Nomor 112);  

 

24. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 



2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2016 Nomor 14); 

 

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 48 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

 

 Pasal 1 
 

Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.            
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. 

 
   Ditetapkan di Barabai 
   pada tanggal  3 Agustus 2017 

 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
ttd 

 
H. ABDUL LATIF 

 

Diundangkan di Barabai 
pada tanggal  3 Agustus 2017 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,      
 

ttd 
 

    H. AKHMAD TAMZIL  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017  
NOMOR :  47 
 


